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ABSTRAK 

Iskandar Agung Ujung 

Pencemaran nama baik dilihat dari KUHP dapat diistilahkan sebagai 
penghinaan atau penistaan terhadap seseorang. Seseorang dapat 
melakukan perbuatan-perbuatan hukum melalui media sosial termasuk 
melakukan perbuatan penghinaan terhadap Presiden yang semakin marak 
terjadi. Berhasil atau tidaknya penegakan hukum terhadap pelaku tindak 
pidana penghinaan bergantung pada: Substansi Hukum, Struktur 
Hukum/Pranata Hukum dan Budaya Hukum.. 
Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif dan 
yuridis empiris yakni penelitian lapangan (field research) dan penelitian 
kepustakaan (library research). 
Hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini Ketentuan Pidana 
penghinaan melalui media sosial dan media massa diatur dalam Pasal 27 
ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam 
Pasal 134 KUHP sebagai genus delict yang mensyaratkan adanya 
pengaduan (klacht) untuk dapat dituntut, harus juga diperlakukan terhadap 
perbuatan yang dilarang. 
Kesimpulan dalam penelitian ini: 1.Relevansi Pengaturan Tentang 
Penghinaan Terhadap Presiden di Indonesia Saat Sekarang Ini: Tahun 
2006, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menghapus pasal penghinaan 
terhadap presiden dalam KUHP, karena dianggap bertentangan dengan 
Pasal 28F UUD Tahun 1945. Atas putusan Mahkamah Konstitusi ini, 
Pemerintah mengkaji ulang dan berencana akan merevisi kembali pasal-
pasal penghinaan terhadap presiden dalam RKUHP. Atas maraknya 
kasus penghinaan yang terjadi belakangan ini melalui media sosial aparat 
hukum hanya bisa menjerat pelaku dengan menggunakan UU ITE Pasal 
27 ayat (3) sebagaimana asas hukum lex spesialis derogate legi lex 
generalis diaturnya mengenai pencemaran nama baik di dalam Pasal 27 
ayat (3) UU ITE. 2.Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana 
Penghinaan Terhadap Presiden Melalui Media Sosial: Perihal ketentuan 
hukum pidana penghinaan dalam UU ITE telah direvisi melalui Undang-
undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Akan 
tetapi yang mencolok dari perubahannya, yaitu hanya pada ketentuan 
yang terkait dengan pertanggungjawaban pidananya, sebagaimana 
ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (3), 3. Penegakan Hukum Terhadap 
Pelaku Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden Setelah 
Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor 013-022/PUU-
IV/2006 bahwa setiap pelaku tindak pidana penghinaan dijerat dengan 
menggunakan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahann atas UU No. 
11 Tahun 2008  
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